WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 6g TAHUM 20i8

TENTANG
PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN

KEPUTUSAN TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum,
tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan pemutakhiran
data sasaran secara berkala sebagai dasar penetapan
kepesertaan Penerima Bantuan Iuran;

bahwa seiring intensitas mobilitas penduduk yang
mengakibatkan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran
terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu serta
dengan mempertimbangkan efektivitas rentang kendali,
perlu mendelegasikan penandatanganan Keputusan
tentang Penerima Bantuan [uran Jaminan Kesehatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pendelegasian Penandatanganan
Keputusan tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

]



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 165);

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 13);

10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2017
tentang Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial Sebagai Penerima bantuan
Iuran dalam Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017
Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom. q
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10.

11.

12,

(1)
(2)

Walikota adalah Walikota Salatiga.

Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Salatiga.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran
Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran
adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh
Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang
selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir
miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program
Jaminan Kesehatan.

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut
Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi
Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah
ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Pendelegasian adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih
sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang
selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2
Mendelegasikan penandatanganan Keputusan tentang PBI
Jaminan Kesehatan kepada Kepala Dinas Sosial.
Pendelegasian penandatanganan Keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Keputusan tentang PBI Jaminan Kesehatan yang
bersumber dari APBN,;
b. Keputusan tentang PBI Jaminan Kesehatan yang
bersumber dari APBD Provinsi; dan
c. Keputusan tentang PBI Jaminan Kesehatan yang
bersumber dari APBD.



(3) Penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial atas nama
Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3
Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan pendelegasian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan hasil
pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 28 Wesember 208

b

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal: 28 D«ember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 20 NOMOR &2



